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STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
DALAM MENINGKATKAN PAJAK RESTORAN

ABSTRAK
GUSTRI ANTONI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan -Pajak Restoran. Indikator penelitian
strategi yang digunakan.meliputi stelsel nyata. Metode:penelitian yang digunakan
adalah kuantitatif yaitu wawancara serta dengan berinteraksi dengan tempat atau
objek penelitian. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian sirvey
deskriptif yaitu memprioritaskan daftar kuisioner dan daftar wawancara sebagal
alat pengumpulan data dan data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku
utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektivitas keberadaan tujuan
penelitian pada lokasi yang diteliti. Teknik menarikan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan Cluster Sampling (Area Samping)
adalah teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek
yang akan diteliti-atau sumber-data,sangat luas, misal penduduk di suatu negara,
provinsi atau kabupaten. Jenis dan teknik pengumpulan-data yang digunakan
terdiri dari data primer dikumpulkan dengan teknik kuisioner, wawancara dan
dokumentasi serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik
observasi. Sementara™ teknik "analisis data yang digunakan adalah dengan
menggunakan alat bantu frekuensi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh
mana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan
Pajak Restoran. Karena Strategi sangan penting untuk melihat sejauh mana Pajak
Restoran dapat terealisasi melalui strategi yang telah dibuat oleh Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti
menilai dan menyimpulkan bahwa Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran berada pada kategori kurang

terlaksana.

Kata Kunci : Strategi, Pajak Restora
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PEKANBARU CITY REVENUE AGENCY STRATEGY IN INCREASING
RESTAURANT TAXES

ABSTRACT
GUSTRI ANTONI

This study aims to determine the Strategy of the Regional Revenue Agency of
Pekanbaru City iIn Increasing Restaurant Taxes. The research indicators of the
strategy used.include the real-strticture. The research method used is quantitative,
namely interviews and by interacting with the place or object of research. This
research can be categorized as descriptive survey. research, namely prioritizing
questionnaires and interview lists as a means of collecting data and collected data
and then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of
the objectivity of the existence of research objectives at the location studied. The
sampling technique used in this study is using Cluster Sampling (Area Area) is a
regional sampling technique used to determine the sample if the object to be
studied or the data source is very broad, such as residents.in a country, province or
district. The types and data collection techniques used consisted of primary data
collected by guestionnaire techniques, interviews and documentation as well as
secondary data collected using observation techniques. While the data analysis
technique used is by using frequency aids. This study aims to see the extent to
which the Pekanbaru City Revenue Agency Strategy in Increasing Restaurant
Taxes. Because the strategysis.important to see the extent to which Restaurant
Taxes can be realized through- Strategies that have been made by the Regional
Revenue Agency. of the City of Pekanbaru. Based on this-analysis technique the
researcher assessed and concluded that the Strategy of.the Regional Revenue
Agency of Pekanbaru City in Increasing Restaurant. Taxes was in the less
implemented category.

Keywords : Strategy, Restaurant Tex
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BAB |

PENDAHULUAN

ciptaan tuha 3 a, man ika an pikiran untuk
menjalank
serta me : 3 " puruk membawa
mudorat ba
harus mela anusia dan juga
sang penci 5 atau rangkaian
kegiatan. K ini tentu harus

ditata sede kompak, demi

kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok

orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafiie, 2003;4).

Dalam melaksanakan pekerjaan ini tentu manusia tidak akan mampu untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan sendirinya, seperti Kita ketahui bahwa manusia
adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain disekitarnya,

maka untuk menyelesaikan suatu tugas ataupun itu pekerjaan, perlu adanya kerja
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sama antara manusia satu dengan yang lainnya, kerja sama ini disatukan dalam

suatu tempat atau wadah yang disebut organisasi.

Menurut Millet, Organisasi adalah sebagai .kerangka struktur dimana

Terry manajen da l ditentukan terlebih
dahulu de 2015:5). Tidak

berbeda y ukan ole ; 0 Provinsi Riau yaitu

menjadi Kota Madani. Penguba lukan tersebut tentu saja sudah
menunjukkan suatu kemajuan yang akan dicapai oleh Kota Pekanbaru, yang
mana kota madani itu merupakan kota yang berisikan masyarakat yang agamis,

berperadaban, berkualitas serta berkemajuan.

Dalam mewujudkan kemajuan atau pembangunan, tentu ada strategi yang

harus dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Kata strategi berarti cara dan
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seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu, dalam
menggunakan sumber daya yang dimaksudkan, tentu diantaranya memerlukan

dana yang cukup besar untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi masyarakat

2007 tentang

=S

perubahan dan tata cara
perpajakan
yang terut
Undang-Unc

digunakan u

‘aﬁ\@\'\‘i

Q “a

Menurut UU 1 No 28 T )
& Jpaten/Kota dibagi menjadi

beberapa bagian dianta ’1 ‘ ‘

retribusi daerah,
| | “‘4& Restoran, Pajak Hiburan, Paj:ak
reklame, pajak penerangan jala eral bukan logam dan batuan, pajak
parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan
Pedesaan dan Perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Dari keseluruhan jenis pajak daerah yang dikelolah oleh Badan Pendapatan
Daerah, penulis mengambil pajak restoran, yang mana pajak restoran masih

kurang baik strategi peningkatannya di Kota Pekanbaru.
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Demi kemajuan yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah tentu

ada Visi yang dibuat terlebi dahulu.

“ Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan

5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan

daerah.

Peraturan walikota pekanbaru Nomor 119  tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja badan
pendapatan daerah kota pekanbaru, Untuk melaksanakan tugas pokok Badan

Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
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a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah,
retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas.

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas.di bidang pendapatan daerah.

d. pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah
terhadap perangkat daerah teknis.

e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.

f. penyelenggaraan . .urusan, - peénatausahaan badan = sesuai dengan
kewenangannya.

g. pelaksanaan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung
Walet mempunyai tugas, membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam
melaksanakan sub urusan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung
walet.

Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung
Walet dalam ~melaksanakan/ - tugas. sebagaimana dimaksud di atas,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sub bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran,
Parkir dan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan petunjuk.atasan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional
Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung
Walet;

c. Pelaksanaan  inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan Sub bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran,
Parkir dan Sarang Burung Walet serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam
penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil
kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Hotel, Hiburan, Restoran,
Parkir dan Sarang Burung Walet;
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f. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data objek Pajak Hotel,
Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

g. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru;

h. Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib
pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah, serta
melaksanakan pencatatan nama dan alamat.wajib pajak daerah dalam
daftar wajib pajak daerah;

i. Pelaksanaan registrasi dan menetapkan SK' Pengukuhan, Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;

J. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan,
Restoran, Parkir dan Sarang Burung,\\Valet;

k." Pelaksanaanspembuatan dan. pemeliharaan daftar inventaris wajib
Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

I. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang
berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;

m. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan
Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak;

n. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk
penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada
wajib pajak;

0. Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak hotel, hiburan, restoran,
parkir dan sarang burung walet dan-menerbitkan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT), Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
serta  Surat-Surat “Ketetapan -‘Pajak- Lainnya, Surat Tagihan Pajak
Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

p. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak
Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet untuk
kelancaran penerimaan daerah;,

g. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak
daerah dan penghapusan NPWPD,;

r. Pelaksanaan dam pemrosesan..serta penerbitan Keputusan atas
pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta
pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Hotel,
Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penarikan pajak Restoran ada beberapa tahapan yang dilakukan
oleh BAPENDA Kota Pekanbaru dalam pendaftaran dan pendataan wajib pajak

sesuai peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan
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atas peraturan daerah Kota Pekanbaru nomo 6 tahun 2011 tentang pajak daerah

tercantum pada pasal 2A dan 2B diantaranya:

1. Menurunkan.Satuan Petugas (SATGAS) BAPENDA Kota Pekanbaru

untuk melakukan tugas sebagai berikut:

a.

®©2oo

Memberikan surat panggilan kepada Restoran yang belum
mendaftar sebagai. Wajib jPajak (WP), setelah memberikan surat
panggilan,-kemudian pihak restoran,datang ke BAPENDA Kota
Pekanbaru untuk mendaftar sebagai \WP.
Selanjutnya pihak restoran mengisi formulir pendaftaran yang
didalamnya tercantum seperti:

- Nama usaha restoran yang akan didaftarkan

- Alamat, jIn, kelurahan,kecamatan,kabupaten kota

- No Telpon

- DI
Pendataan dan pengawasan objek pajak
Penertiban OP reklame
Memaraf dan legalisasi reklame insidental
Satgas Bapenda ini bertugas sebagai pemantau setiap bulan
dilapangan yang terkait dengan pajak daerah Kota Pekanbaru
khusunya pada pajak restoran.

2. Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan

pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam

maupun diluar wilayah daerah yang memiliki Objek pajak di wilayah

daerah yang bersangkutan.

3. Setiap pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan

dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan

serta diberikan kepada wajib pajak.

4. Setelah dokumen dikirim atau diserahkan kepada wajib pajak, wajib

pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar,

serta mengembalikan kepada petugas pajak.
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5. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran den pendataan yang

dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak

berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.

melaporkan usahanya

q}‘\\‘ .’

unjuk oleh
~
o)
-
"g . melaporkan usahanya
Er n data yang
B o
W -
o Z
& =5
- o ecara jabatan
E S sebagaimana
-
g = nistrasi berupa
2 5
2 B ban perpajakan
- >
o 2
©w = izin dan/atau
% Z
—
B =
E =
E anbaru Nomor 6 Tahun
u' 2018 tentang perubahan atas pere ota Pekanbaru nomo 6 tahun 2011
=

tentang pajak daerah

1. Setiap Pemilik/ Pengusaha Restoran wajib mengisi Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD).

2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemilik/ Pengusaha atau Kuasa Wajib

Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang
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ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa

pajak.

(2A) Apabila 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

ambat-lambatnya
sebagaimana

istrasi berupa

3. Surat pemberi al - 2 ng dilaporkan setiap

bulan 3 i : jak sebelumnya, maksudnya

adalah s ; jak ‘mels asilannya dibulan

saat pendaftaran itu BAPEND perikan satu lembar SPTPD, kemudian
Wajib Pajak diperbolehkan untuk memperbanyaknya, lalu dibawa saat
pembayaran pajak restoran dan diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan omset

pada bulan sebelumnya, kemudian diserahkan kepada bagian pajak restoran.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan tata cara pengisian

SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.
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Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2011 pada

bab xvii (17) ketentuan pidana pasal 30 sebagai berikut

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan: daerah™dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Selanjutnya dalam peroses pengawasan berdasarkan peraturan Daerah Kota
Pekanbaru nomor 6 tahun,2011 pada pasal 24-.ayat 1 yang berbunyi: Dalam
rangka pengawasan, walikota atau pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu
dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan (ekuipment)
baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi di setiap objek pajak

restoran.

Dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru dewasa ini, telah
menyebabkan peningkatan kesejahtraan masyarakat dan pada sisi lain,

menyebabkan ramainya para pendatang yang masuk ke Kota Pekanbaru, salah
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satunya dikarenakan Kota Pekanbaru adalah pusat Universitas terbanyak
dibandingakan dengan Kota-kota lain yang ada di Provinsi Riau, sehingga

dengan banyaknya pengunjung yang masuk ke Kota Pekanbaru menjadi peluang

0

‘ RDA Kota

diterima at
tarif pajak

pengenaan

AR AR R
.

Pada

untuk membayar pajak, dalam hal ya artugas sebagai penerima pajak restoran

adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Seperti kita ketahui bahwa pajak merupakan suatu hal yang wajib dibayari
oleh setiap wajib pajak, yang bertujuan untuk pembangunan suatu daerah ataupun
wilayah tertentu, tetapi kenyataanya restoran di Kota Pekanbaru menurut

pengamatan penulis, masih ada yang belum membayar pajak, sedangkan pajak
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restoran merupakan sumber potensi yang cukup besar untuk peningkatan
pendapatan dan kelangsungan pembanguanan bagi Kota Pekanbaru, berdasarkan

data yang penulis dapatkan dari BAPENDA Kota Pekanbaru ditinjau dari wajib

pajak Restoran un 20 lah 1.280 Restoran,
dari re i e jak seperti
tercantu @gn‘p‘s fsu M
\(}\\N ’?@5
G J b k
i
80% - 72 5% %
70% - d
60% -
50% -
ajak
40% - % ANBRR
30% - bayar
20% - >,
10% -
0% .
2015 2016

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2018

Dari gambar 1.1 diatas masih ada restoran yang belum membayar pajak,
seperti terlihat pada gambar tersebut pada tahun 2015 restoran yang membayar

pajak berjumlah 68% setara dengan 870,4 Restoran yang membayar, dari 1.280
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restoran yang aktif. Pada Tahun 2015 berjumlah 32% setara dengan 409,6
Restoran yang tidak membayar, dari 1.280 restoran yang aktif.

Pada tahun 2016 Restoran yang membayar pajak berjumlah 74% setara
dengan 947,2 Restoran yang-membayar, dari+1.280 restoran yang aktif. Pada
tahun 2016 berjumlah 26% setara dengan 332,8 Restoran yang tidak membayar,
dari 1.280 restoran yang aktif.

Pada tahun 2017 restoran yang membayar pajak berjumlah 75% setara
dengan 960 Restoran yang membayar, dari 1.280 restoran yang aktif. Pada tahun
2017 berjumlah 25% setara dengan 320 restoran yang tidak membayar, dari 1.280
yang aktif. Dari data diatas maka dapat dilihat masih banyak restoran yang belum
membayar pajak restoran pada 3 tahun terakhir.

Jika banyaknya restoran yang tidak membayar pajak, seperti yang
tergambar dari data diatas maka akan menghambat pembangunan Kota Pekanbaru
kedepannya, padahal dengan adanya restoran ini tentu akan menjadi peluang juga
bagi pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk mengatur dan mengawasi usaha
restoran tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah.yang ada. Dimana PERDA
tersebut menjadi suatu acuan atau pegangan.dalam penerimaan Pendapatan Asli
Daerah yang diperoleh dari Restoran yang ada di Kota Pekanbaru, guna untuk
membangun serta mensejahtrakan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru.

Namun pada kenyataanya pajak Restoran belum dipandang sebagai suatu
hal yang penting dalam rangka menunjang pembangunan di Kota Pekabaru,
karena seringkali dalam pelaksanaannya pajak hanya dilakukan sebatas untuk

menjalankan PERDA saja, namun pelaksanannya belum sesuai dengan rencana
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yang telah diterapkan, karena kurang matangnya strategi yang digunakan dan juga
inisiatif dari pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

0 nomor 6 tahun 2011

S 1

gutan pajak

berjalan dengan rencana yang ditetapkan, bahkan penulis melihat Bapenda Kota
Pekanbaru hanya menetapkan rencana tetapi tidak diiringi dengan usaha untuk
melaksanakan rencana tersebut, dan untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel

berikut ini.
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Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Pekanbaru Tahun

2015 s/d 2017

No Perolehan

tahun 2015 tic encapai  targe ‘ atkan oleh badan
pendapatan * da target ) 53 sementara yang
diperoleh atauya

pajak restor.

Berdasarkan uraian tabel 1.1 di atas terlihat bahwa penerimaan pajak
daerah Kota Pekanbaru pada pajak Restoran cenderung tidak mencapai target
yang hendak di capai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekabaru, dalam tiga
tahun belakangan ini, pajak restoran yang ada pada Kota Pekanbaru hanya satu

kali dalam pencapaian target yang telah direncanakan yaitu pada Tahun 2017,
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selain itu pada tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai target yang telah di

rencanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Seperti yang tercantum didalam tabel diatas terdapat kenaikan dan

rga ung banyak

\\;i"é

Asli Daerah

_|
5]
g
S

Persentase

SNAYLE
L LTS

1 -

"

13,75%

16,10%

15,49%

Restoran terhadap Pendapatan A ( PAD) Kota Pekanbaru dari tahun
2015-2017. Pada tahun 2015 sumbangsih pajak restoran sebesar Rp.
49.866.956.574, realisasi pendapatan asli daerah Rp. 362.512.186.182, dengan
pencapaian 13,75%. Pada tahun 2016 sumbangsih pajak restoran sebesar Rp.
63.798.788.262, relisasi pendapatan asli daerah Rp. 396.043.026.553 dengan

pencapaian 16,10% . Pada tahun 2017 sumbangsih pajak restoran sebesar Rp.

76.905.935.324 relisasi pendapatan asli daerah Rp. 496.173.814.642 dengan
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pencapaian 15,49%. Persentase dari sumbangsi pajak restoran terhadap Pajak Asli

Daerah dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan pada tahun 2015 ke tahun

2016, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017.

1. Apa strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam
meningkatkan pajak restoran?
2. Apa faktor penghambat strategi Badan Pendapatan Kota Pekanabaru

Daerah dalam meningkatkan pajak restoran?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahuai apa strategi Badan Pendapatan Kota Pekanbaru

Hasil penelitian ini juga apkan sebagai bahan informasi dan data
sekunder dari kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan
penelitian dalam kasus yang sama.

c. Kegunaan Praktis
Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan
bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah di Kota

Pekanbaru dalam melaksanakan tugas secara maksimal.
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BAB Il

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

proses pela g : ambil dan di
selenggaraka ‘ er an yang telah

ditentuke

atan — kegiatan

(dalam Syafiie,

Menurut Admosudirjo administrasi merupakan fenomena sosial, yaitu

perwujudan tertentu dalam masyarakat modren. (dalam Syafiie 2003;4)

Menurut Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan
terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja

sama mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafiie, 2003;4)
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Menurut Nawawi ( Dalam Syafiie, 2003;5) Administrasi adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama

kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan

Q&Qﬁm%ﬁdg atau lebih yang

ﬁ

.
6
)

Menu

LSRN

s <
7 <
“2>

hal-hal

ditentukan.

Q Q 995;105) administrasi adalah suatu
““-

ilmu sosial yang perangka ang tersendiri, dengan abstraksi-
abstraksinya tersendiri berkisar pada gagasan-gagasan tentang tindakan

manusia dalam berorganisasi/admisnistrasi dan juga masalah teori itu sendiri.

Administrasi adalah salah satu spesialisasi yang mempelajari tentang kerja

sama manusia didalam mencapai tujuannya. (dalam Sufian, 1995;105)
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Menurut Tead (dalam Zulkifli, 2014;10) administrasi adalah penataan dari
kegiatan-kegiatan individu-individu eksekutif dalam organisasi yang bertugas

mengatur, memajukan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi upaya-

3 orang manusia

sama, dan akan

orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. (dalam Syafiie, 2003;113)
Menurut Millet organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana
pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu

tujuan bersama. (dalam Syafiie, 2003;113)
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Menurut Simon organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap

dan hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang. (dalam Syafiie

2003;114)

kewenangan-

ar orang-orang

rupakan proses
encapai tujuan

ngan yang dan

Menurut Massie organisasi merupakan suatu kerja sama kelompok orang
yang mempunyai tugas-tugas diantara para anggota, menetapkan hubungan-
hubungan kerja sama dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah mencapai

tujuan bersama. (dalam Zulkifli, 2014;16)
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Organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri
dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan dan kebijakan yang telah

dirumuskan dan masing — masing pihak siap untuk menjalankannya dengan

bekerja sama ditempat terseb ujuan untuk memikirkan dan bekerja
sama dalam pembangunan, perkembangan, serta kemajuan suatu wadah
tersebut untuk kedepannya kearah yang lebih baik sehingga memperoleh

efektifitas dan efisiensi dari suatu tujuan organisasi itu sendiri.
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3. Konsep Manajemen
Menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,

memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan

g é@amn@ﬂﬂw’ f’f‘ ses, melihat
"g r ufﬂ y“telah ditetapkan
-
g o
E— f i suatu tujuan
=
- o ilakukan oleh
-y .
E- 5 , 2015;5)
E :_,i an yang telah
2 B : g lain. (dalam
S =

wn
o _51-
e
ﬁ — lam menyelesaikan
=
=S 7 5)
E sub konsep tata pimpinan
=

merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-
orang dan penyerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar
tercapai. (dalam Zulkifli, 2014;18)

Menurut Davis (dalam Zulkifli, 2014;19) manajeman adalah siapa atau
apapun istilah yang digunakan untuk menyebutkan jabatan pemimpin (leader)

pada setiap struktur organisasi, dan didalamnya melekat tanggung jawab
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menjalankan dan melaksanakan setiap aspek studi fungsi manajeman
(function of managemant).

Menurut  Siagian manajeman adalah sebagai kemampuan atau

»
‘.’ ebagai suatu usaha
S Vel

U kelomp ntuk mencapai

sendiri. (Dalam Ratminto, 2005;2
Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah mengatur atau
mempekerjakan seorang sesuai dengan potensi dirinya, sehingga tidak tidak

ada keterpaksaan dimanfaatkan potensi dirinya.
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4. Konsep Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano administrasi publik adalah proses dimana
sumbar daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinaikan untuk
memformulasikan,  mengimplementasikan; dan. mengelola (manage)
keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. (dalam Pasolong, 2008;7)

Menurut koenig Administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam
melaksanakan kekuasaan politiknya. (dalam Pasolong, 2008;7)

Menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Pasolong, 2008;7) administrasi
publik adalah 1. Meliputi implementasi kebijkan pemerintah yang telah
ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, 2. Koordinasi usaha-usaha
perorangan.dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini
meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, 3. Suatu proses yang bersangkutan
dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengerahan, kecakapan
dan teknik-teknik yang tidak terhingga sejumlahnya, memberikan arah dan
maksud terhadap semua orang.

Menurut Felix dan loyd (dalam Pasolong,2008;8) administrasi publik
adalah 1. Suatu kerja ‘sama. kelompok..dalam lingkungan pemerintah, 2.
Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan serta hubungan di
antara mereka, 3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan
pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari partai politik, 4. Sangat
erat barkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam
menyajikan pelayanan kepada masyarakat. 5. Dalam beberapa hal berbeda

penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.
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Menurut Waldo administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari
manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. (Dalam

Pasolong, 2008;8)

i publik adalah suatu

eksekutif baik di pusat
maupun di daerah terutama melaksanakan

Dapat penulis simpulkan bahwa administrasi publik adalah segala yang
berkaitan dengan urusan kepala negara yang bertujuan untuk mensejahterakan
masyarakat, baik yang tercantum dalam undang-undang atau sesuai dengan
tujuan negara sesungguhnya serta telah diatur oleh peraturan pemerintah

merupakan bagian dari administrasi publik.
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5. Konsep Strategi
Menurut Griffin (dalam Kurniawan, Erni (2005; 132) strategi adalah

sebagai rencana komprehensif yang mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya

mendapatkan

alam Morissan

fungsi dasar dari manajemen. (dalam Ruslan, 2007;133)

Strategi adalah “apa dan bagaimana” yang digunakan dalam perencanaan
untuk mencapai suatu tujuan organisasi/ lembaga. (dalam Ruslan, 2007;134)
Strategi dalam manajeman sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat,

cara teknis utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan
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fungsi — fungsi manajeman, yang terarah pada tujuan strategik organisasi.
(Dalam Nawawi, 2012;147)

Strategi adalah rencana atau pilihan tentang apa yang hendak dicapai

nya, menuju

ang bisnis atau

artegi adalah

ALY

haan, dan arah

AL LT Y

diganti dengan mudah.

Menurut Ohmae (dalam James dan Robert, 1999;5) strategi adalah untuk
memungkinkan perusahaan memperoleh, seefisien mungkin, kedudukan yang
paling akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-

pesaingnya. (Dalam James dan Robert, 1999;5)



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

51

Menurut Andrew (dalam James dan Robert, 1999;5) strategi adalah pola
sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rencana-rencana penting

untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan

rencana yang

berapa target

ouat harus jelas,

maka akan

. Kontrol waktu adalah menggunakan waktu dalam menjalankan tugas
seefektif mungkin, sehingga adanya kepastian waktu yang dijalankan

dalam kurun waktu mengarjakan tugas yang akan diselesaikan.

(Dalam Suwandiyano, 2010;02) terdapat empat tujuan manajemen

strategi yaitu:

1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi/ perusahaan.
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2. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak

3. Mengantisipasi setiap perusahaan kembali secara merata

4. Berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas

ogram sebagai

strategi jangka

Menurut Winokor ( dalam Morissan 2008:153) manajemen strategi adalah
suatu proses memungkinkan setiap organisasi perusahaan, asosiasi, lembaga
nonpropit dan pemerintah mengenal peluang dan ancaman jangka panjang
mereka, memobilisasi seluruh aset untuk menangkap peluang dan
menghadapi tantangan, serta menerapkan suatu strategi pelaksanaan yang

berhasil.
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Manajemen strategi merupakan rangkaian dua perkataan terdiri dari
“Manajemen” dan “Strategi” yang masing-masing memiliki pengerian
tersendiri, yang setelah dirangkai menjadi dua teriminologi beruba dengan
memiliki penegrtian tersendiri pula. Dalam-Nawawi (2012;147)

Dalam Nawawi (2012;148) manajemen strategi adalah proses atau
rangkaian kegiatan pengembilan: keputusan yang bersifat mendasar dan
menyeluruh, disertai dengan penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat
oleh manajeman puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam
suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya.

Manajemen strategi adalah usaha manajerial “menumbuhkembangkan
kekuasaan-organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna
mancapal tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah
ditentukan. Dalam Nawawi (2012;148)

Manajeman strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah
pada pengembangan suatu strategi atau strategi yang efektif untuk membantu
mencapai tujuan organisasi. Dalam Nawawi (2012;149)

Dalam Nawawi (2012;149) ‘'manajemen strategi adalah perencanaan
berskala besar (disebut rencana strategi) yang bersorientasi pada jangkauan
masa depan yang jauh (disebut VISI) dan ditetapkan sebagai keputusan
manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar
memungkinkan organisasi berorientasi secara efektif (disebut MISI) dalam
usahah untuk mendapatkan sesuatu (perencanaan operasional untuk

menghasilkan barang dan/ atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan
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diarahkan pada optimaliasasi pencapaian tujuan ( disebut tujuan strategi) dan
berbagai sasaran (tujuan optimalisasi) organisasi.

Manajemen strategi adalah agar perusahaan atau organisasi dapat

dan seni untuk
bersifat cross-fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan.
Dalam Dirgantoro (2004;9).

Manajemen Strategi adalah serangkaian keputusan atau tindakan

manajerial yang menentukan Kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam weelen dan Hunger (2003;4).
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Manajemen strategi merupakan suatu bidang ilmu menggabungkan

kebijakan bisnis dengan ilmu dan tatanan startegis. Dalam weelen dan

Hunger (2003;5).

- | ’
7. Konser K@ ) * ‘
- s SRRAL S ang ¢ 5 leh pemerintah

dengan Kk stensi eng 3 N ingk U dari mereka yang

membuat "da : : an tersebut. (Dalam

kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang
berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Carl Friedrich (Dalam Agustino 2006; 7) mengatakan bahwa kebijakan
publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh
seseorang, kelompok, dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

diamana terdapat hambatan—hambatan (kesulitan—kesulitan) dimana
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kebijakan itu diusulkan agar dapat berguna dalam mengatasianya untuk

mencapai tujuan yang dimaksud.

Jemes Anderson kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang

8. Konsep Pajak Restoran
Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapatkan jasa timbal
(Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk
mambayar pengeluaran umum. (dalam Rahman, 2010; 15)

Pajak restoran adalah pajak atau pelayanan yang diberikan oleh Restoran.
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Resoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman yang dipungut

biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, bat dan sejenisnya

termasuk juga jasa boga dan cetring.

PERDA Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011, pada Bab Il, pasal 2, ayat 4
merupakan yang tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud
ayat 2 adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran yang jumlah
penjualannya tidak melebihi Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh
rupiah) / bulan. Jika melebihi penghasilan yang di peroleh oleh restoran,

makan wajib untuk membayar pajak.
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B. Kerangka Berpikir

Gambar 11.1 : Kerangka Pikir Tentang Strategi Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak
Restoran
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Sumber: Modifikasi Penulis 2018

C. Hipotesis

Seiring dengan perkembangan zaman perekonomian yang berada di Kota
Pekanbaru terus meningkat pesat, tetapi ada permasalahan yang harus di
selesaikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru diantaranya permasalahan pajak

Restoran. Dalam pengamatan penulis, di Kota Pekanbaru setiap bulan bahkan



iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

59

setiap pekan terus ada orang yang membuka usaha Restoran atau Rumah Makan
sebagai usaha dalam menjalankan roda kehidupanya, tetapi sangat banyak juga

restoran di Kota Pekanbaru yang tidak membayar pajak kepada pemerintah Kota

’Q‘\\. <

Yang Di Limpahkan O Kepada Gubernur Selaku Wakil

elenggarakan Wewenang

Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi ”.

3. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau
sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau

suatu hal yang diperhatikan.
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4. Pajak restoran adalah fasilistas penyedia makanan dan atau makanan

dengan di pungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar

dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan cetering

E. Opera

Tabel 11.1:

Pendapatan

ak Restoran

Konsep Kategori
Menurut
Adnansaputra
mengatakan
bahwa strategi
adalah bagian
terpadu dari suatu
rencana (plan), Terlaksana
sedangkan Cukup
rencana . Pemungutan tidak | terlaksana
merupakan sekaligus Kurang
produk dari suatu e. Pajak dibayar terlaksana
perencanaan sendiri oleh
(planning), yang WP
pada akhirnya f. Pengawasan
perencanaan g. Proses
adalah salah satu administrasi
fungsi dasar dari h. Pemberian
manajemen. teguran
(dalam Ruslan, i. Sanksi
2007;133)

Sumber: Modifikasi Penulis 2018
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F. Teknik Pengukuran
Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam

penelitian ini dilaksanakan dalam tiga kategori yaitu terlaksana, cukup terlaksana,

kurang terlaksana

Terlaksa

l“

Cukup Terl: Jan Pendapatan
gkatkan Pajak

a indikator yang

L NNRRERRNNEE

at
oo
<8}
o
<)
5
o
@
S
o
<)
o
=4
)
5

Kurang Terlaksa

terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%.

Sedangkanpengukuran untuk masing-masing indikator yaitu sebagi

berikut:

Stelsel nyata
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Terlaksana . Apabila Strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak

Restoran telah menjalankan atau pada jawaban responden

Cukup

Kurang Ter

‘\\\\‘&\ \““\

%
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

terdapat pa pe an e ara pulkan data,

mengklasifika engan 1 : g{' perumusan

analisis ter

Kabupaten atau Kota di Provi a Kota Pekanbarulah yang menjadi
pusat Restoran yang paling banyak, dan juga di Kota Pekanbaru juga yang

bermasalah dalam strategi peningkatan pajak restorannya.

C. Populasi dan Sampel
Populasi adalah berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau
benda yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diteliti. Menurut Cooper

(dalam Sudaryono 2017:165)
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Sampel Menurut Sugiyono (dalam Sudaryono 2017:167) merupakan suatu
bagian dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari

populasi. Dengan demikian, sebagai elemen dari populasi merupakan merupakan

da Badan

storan Yang

No Persentase
1 100%
2 100%
3 3%
3%
Sumber:

Teknik pengambilan sampel akan dalam penelitian ini adalah
menggunakan teknik Cluster Sampling (Area Samping). Cluster Sampling (Area
Samping) adalah teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel
bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk di
suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menjadikan penduduk mana yang

akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel berdasarkan daerah

populasi yang akan ditetapkan. Dalam hal ini teknik pengambilan sampel yang



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

65

menggunakan Cluster Sampling (Area Samping) adalah terdiri dari Kepala Bidang

Pajak daerah Lainnya, Kepala Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir,

dan Sarang Burung Walet, wajib pajak restoran yang ada di Kota Pekanbaru yang

. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, dokumen, dan
data yang telah tersedia di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun dan mendapatkan semua data yang diperlukan dalam

penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data seperti, penelitian
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lapangan yaitu mengadakan kegiantan dimana bertujuan untuk menghimpun data

dilapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data separti:

a. Observasi (pengamatan) dalam Sugiyono (2013:145) merupakan suatu

ngkatan pajak

terdiri dari

1@ an kepada responden yang

Q;@“‘

selanjutnya hasil jawaba digunakan untuk mendapatkan data
yang objektif dari responden dengan cara membuat beberapa alternatif
jawaban untuk dijawab sesuai dengan keadaan responden.

d. Dokumentasi dalam Sugiono (2013:240) merupakan catatan peristiwa

yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau

karya menumental dari seorang.



nenj II[‘P.]S[ sejisIdAru) ueeyeysndiog

G. Teknik Analisisi Data

67

Setelah semua data terkumpul, data yang diperoleh lalu dikelompokkan

dan ditabulasikan menj

adi jenis dan macam data

i disay yejepe il udwnyo(]

Jenis Kegiatan

ber

serta ditambahkan dengan

Desemb
er

Februari
—Meret

2/3/4 112 3|4/1/2|3/4

12]3
1 | Penyusunan UP
2 | Seminar UP
3 | Revisi UP

Revisi Kuissioner
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Bulan dan Minggu ke

Maret - Januari | Feruari-
Jenis Kegiatan Septem | Oktobe | Novembe | Desemb Maret
ber r r er
No 1/2/3]4[1,213/41|2 3 1.2¢3/4|4(2 3/4/1/2|3/4
Rekomendasi
5 | Survay
6. | Survay Lapangan
7' | Analisis Data
Penyusunan Laporan
8 | Hasil Penelitian
(Skripsi)
9 Konsultasi Revisi
Skripsi
Ujian Konferehensif
10" | 'Skripsi
¥ | Revisi Skripsi
Penggandaan
12 | Skripsi
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BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

o

:
ek

timur dan pbaru merupakan
tergolong
dengan pasé
humus yan

Dan Kota Pe

beberapa a

AR AL AN

e e
ENI

Pengambang,

merupakan jalu

o
S
3
&
oy
=4
~
@D
X
o
iy

Pekanbaru.

Pekanbaru dari beberapa Kota disekitar Kota Pekanbaru antara lain:

1. Pekanbaru — Taluk Kuantan =118Km
2. Pekanbaru — Rengat = 159Km
3. Pekanbaru — Plk. Kerinci = 33,5Km
4. Pekanbaru — Siak =74,5Km
5. Pekanbaru — Bangkinang =51Km

6. Pekanbaru — Ps. Pengaraian = 128Km
7. Pekanbaru — Bagan =192Km
8. Pekanbaru — Dumai = 125Km
9. Pekanbaru — Selat Panjang = 141Km
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Dari keterangan diatas menunjukkan jarak antara Kota Pekanbaru dengan

Kota — kota lainnya yang ada di Provinsi Riau.

4‘
Tabel I\ & atan di
'Kota Pe
“
No E
i
oy
4 yan Da
5 -
el
7
8
9
10 | Senapelan
11 Rumbai C 67,523
12 Rumbai Pesisir 72,516

Jumlah 10.064.566

Sumber:Pekanabaru dalam angka, Tahun 2016

Dari tabel diatas, terlihat bahwa kecamatan Tampan yang mendominasi
jumlah penduduk terbesar yaitu 269.062 sedangkan jumlah penduduk terendah
adalah kecamatan Sail yaitu 21,479 letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis

dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang yang
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memperoleh manfaat dan berpeluang besar untuk menjadikan baerah pemasaran

barang hasil penyelundupan, kemudian jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang

secara geografis terletak diantara:

tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan

lainnnya dalam masyarakat.

Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum
32,4°C-33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°C-24,2°C sebagaimana daerah
lainnya yang beriklim tropis, di Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim

panas dan musim hujan.
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Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di

Indonesia. Dibawah ini akan dipaparkan banyak penduduk menurut Kecamatan

dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2016 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1V.2 : jenis kelamin di
o
@Nﬁ?‘ MRy,
No m rempuan
1 Ta 30.758
2 Pay 5
3 Buk —_ 8 66
4 | Marpoya _:' QS(f_ 95
5 | Ten a T eLTT 76.742
6 |Lima e 7 10
7 Sail o1
8 | Pekanbaru f <) \_) .378
9 Sukaja .833
10 | Senapela 8.407
11 | Rumbai 32.174
12 | Rumbai Pesisi 35.147
Jemlah 518.166
Sumber:Pekanabaru dalam angka, 16

Berdasarkan tabel diatas maka yang mendominasi jumlah penduduk yang

ada di Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelami laki-laki berjumlah 546.400 jiwa.

Sementara penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 518.166 jiwa.
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2. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya

disingkat dengan Bapenda) Merupakan Sub Direktorat pada Diktorat Keuangan

5 Tentang

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

peraturan Derah Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dengan

susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha

- Seksi Pajak
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- Seksi Retribusi

- Seksi IPEDA

- Seksi Pendapatan Lain-lain

Nomor 23

Pendapatan

Daerah Kotan 1k ner aan Kepmendagri
Nomor K Jaklanjuti  dengan
diterbitkan an De Kota B anbaru Nomor 7
Tahun 1989 tanggal 2 b 1989 tentang ¢ nisasi dan tata kerja

dinas pendapata 1a Japatan Daerah Tk ru. Tipe B, dengan

susunan orga

Saksi Pembukuan dan Pela

- Saksi Penagihan

- Unit Penyuluhan

Sejalan dengan keseluruhannya Undang-undang Nomor 20 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50

tahun 2000 tentang susunan Organisasi Pemerintah Daerah, maka Pemerintahan
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Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001
yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah 7 tahun 2001 tentang Peraturan

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Di Pekanbaru, termasuk

4‘ islingkungan Pem eh't
Dinas Pe “1@,“ \“Q\\\“ .&

BN EN

digunakan untuk membangun Bada dapana Daerah Kota Pekanbaru yang

lebih baik lagi, Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu:

“ Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan

pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”
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Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru:

1. Mengamankan PAD dan bagi hasil/ bukan pajak ditetapkan dalam APBD

baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab.Bandan Pendapatan Daerah




77

B. Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbary 2018
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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C. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan

Kepala Badan dapatan Daerah mempun gas membantu Walikota

asn

N sesuai  dengan

Kepala Badan;
Sekretariat;
Bidang Pajak Daerah Lainnya;

Bidang PBB dan BPHTB;

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan;
Bidang Penagihan Pajak Daerah;

Unit Pelaksana Teknik Badan (UPTB);

Kelompok Jabatan Fungsional,

SQ HhD o0 o
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2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan

erja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan

L\ S

tan Daerah;

S5N%Ay

keuangan dan
d. an rapat badan,
e. an dan evaluasi
f. an, ketertiban dan

erta perlengkapan

b. Sub Bagian Keuanga
c. Sub Bagian Program.

(2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



80

3. Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,
merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di

atas, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub
Bagian Umum;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan pengelolaan,tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan
dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

f. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan
pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);

g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan
sarana dan prasarana badan;

h. Pelaksanaan “kegiatan' dokumentasi, . pelayanan administrasi serta
pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;

i. Pelaksanaan pengaturan personiluntuk keperluan turun lapangan;

j. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai
bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;

k. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-
upacara, dan rapat-rapat badan;

I. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga
badan;

m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan
halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;

n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang
kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas
pegawali;

0. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi
pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat,
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kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK dan
registrasi PNS di lingkungan badan;

Pelaksanaan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi
Kerja PNS;

Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan,
peningkatan Kinerja, disiplin dan kesejahteraan‘pegawai;

Pemeriksaan pekerjaan-bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang
diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

Pelaksanaan tugas-tugas. lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan

program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

di atas, menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Penyusunan norma, standar, pedoman dan .petunjuk operasional Sub
Bagian Keuangan;

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Sub Bagian Keuangan .serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur Kkerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan
verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Pelaksanaan akuntansi badan;
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Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan,
penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan
serta pemeliharaan barang milik daerah;

Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan
barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindakslanjut laporan masyarakat
temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya,

Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat
diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan

program kerja 'Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di

atas, menyelenggarakan fungsi::

2

Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan
peraturan  perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub
Bagian Program;

Pelaksanaan inventarisasi-permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

Pelaksanapan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur Kkerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan
Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan Kkinerja, laporan evaluasi
kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program
pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;

Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;

Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;

Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan
agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
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i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Lainnya

Bidang Pajak Daerah. Lainnya mempunyal tugas. membantu sebagian

Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah lainnya.

Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang
Pajak Daerah Lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak
Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak
reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan;

c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis
pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak:daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak
Restoran, Pajak Penerangan Jalan,~Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet.dan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan Pajak Air Tanah dan
menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi
lokasi/lapangan;

d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk
wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang
berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan
Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang
Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan
dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah
angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib
pajak daerah;

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas
pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta
pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan,
Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame,
Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan;
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h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian
informasi pajak daerah;

i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan
pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang
berkaitan dengan penetapan pajak daerah;

J. gas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan

1)
ang Burung
an Jalg dan Mineral
(2) ' hagaimana 1 asing dipimpin oleh
tanggungjawab
7. Sub Bid Sarang Burung
Walet
L=2d
arkir dan Sarang Burung
&
Walet membantu K dalam melaksanakan sub

Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung
Walet dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir
dan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid
Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
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Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung

Walet serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan

kebijakan, program dan prosedur Kkerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk

teknis dan laporan.di bidang tugasnya;

Pelaksanaan perhitungan. potensi Pajak-Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir

dan Sarang Burung Walet;

Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data objek Pajak Hotel,

Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

Pelaksanaan proses pendaftaran-wajib pajak daerah yang baru;

Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak

daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah, serta

melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam

daftar wajib pajak daerah;

Pelaksanaan registrasi dan menetapkan SK Pengukuhan, Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;

Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan,

Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib Pajak

Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

Pelaksanaan penyimpanan.arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan

dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;

. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak
daerah (SPTPD) yang.belum dikembalikanioleh Wajib Pajak;

Penyusunan, pelaksanaan /i dan- pemrosesan Surat teguran untuk

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib

pajak;

Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir

dan sarang burung walet dan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat

Ketetapan Pajak™ daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat

Ketetapan pajak Daerah._Lebih “Bayar (SKPDLB) serta Surat-Surat

Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat

Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak

Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet untuk

kelancaran penerimaan daerah;

Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah

dan penghapusan NPWPD;

Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan,

pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian

kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Hotel, Hiburan, Restoran,

Parkir dan Sarang Burung Walet;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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8. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral

Bukan Logam Batuan

Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral

bukan Logam Batuan membantu_Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam

melaksanakan sub urusan pajak reklame, air tanah, penerangan jalan dan mineral

bukan logam batuan.

Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral

Bukan Logam Batuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

menyelenggarakan fungsi :

=«

Penyusunan rencana kerja Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan
Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan petunjuk atasan.. sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid
Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam
Batuan;

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral
bukan Logam Batuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program _dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan
Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;

Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data Pajak Reklame, Air
Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;

Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru;

Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak
daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah serta
melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam
daftar wajib pajak daerah;

Pelaksanaan registrasi dan penetapan SK Pengukuhan, Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;

Pelaksanaan rekonsiliasi data pelanggan PLN dengan data PLN;
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Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Reklame, Air Tanah,
Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;

Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib Pajak
Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan
dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;

Pelaksanaan dan verifikasi_pembuatan-daftar Surat-Pemberitahuan Pajak
daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak Wajib Pajak
Penerangan Jalan (PPJ) dan Mineral Logam dan Batuan;

Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk
penyampaian Surat . Pemberitahtan s Pajak Daerah (SPTPD) Pajak
Penerangan Jalan(PPJ) dan Mineral Logamdan Batuan;

Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan,
pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian
kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Reklame, Air Tanah
Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;

Pelaksanaan penghitungan penetapan Pajak Reklame, Air Tanah,
Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),
Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),
Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) serta Surat-Surat
Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak
daerah (SPTPD) yang,helum dikembalikanoleh WajibPajak Daerah Pajak
Penerangan Jalan (PPJ)-non PLIN dan:Mineral Logam dan Batuan;
Pelaksanaan dan pemrosesan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) dari pajak reklame dan pajak air tanah;

Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak
Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan
untuk kelancaran penerimaan daerah;

Pelaksanaan proses.pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah
dan penghapusan NPWPD,;

Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan,
pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian
kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Reklame, Air Tanah,
Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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9. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Pajak

Daerah Lainnya dalam pelaksanaan sub urusan pelayanan pajak daerah.

Sub Bidang Pelayanan._ Pajak _Daerah dalam.. pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan rencana _kerja 'subbid: pelayanan pajak daerah berdasarkan
ketentuan peraturan- perundang-undangan tdan petunjuk atasan sebagali
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional subbid
pelayanan pajak daerah;

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan subbid pelayanan pajak daerah serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

Pelaksanaan pelayanan pada wajib pajak;

Pelaksanaan pemberian konsultasi teknis pajak daerah;

Penyusunan rencana pelayanan pada loket informasi;

Pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas pelayanan pajak
daerah;

Pelaksanaan pemeberian informasi terkait pelayanan pajak daerah
(customer service);

Penerimaan dan pengelolaan pengaduan dari masyarakat;

Pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;

Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang
sudah diterima maupun yang belum diterima dari wajib pajak;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

10. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu sebagian tugas

Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB dan BPHTB Bidang PBB

dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

menyelenggarakan fungsi :

a.

Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Bidang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan ketentuan peraturan
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perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. Perumusan perhitungan pelaksanaan potensi PBB dan BPHTB;

c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis
pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat
pemberitahuanpajak terhutang (SPPT) PBBsserta menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB dan menghimpun serta
mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;

d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk
wajib pajak PBB dan BPHTB serta menyimpan surat pajak PBB dan
BPHTB yang berkaitan.dengan pendaftaran dan pendataan;

e. Pengkoordinasian;. . perumusan..dan memberikan pertimbangan atas
pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta
pengembalian kelebihan pembayaran atas ketetapan PBB dan BPHTB;

f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pendaftaran PBB;
Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan
PBB;

h. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;

i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penyusunan langkah
strategis penerimaan PBB dan BPHTB;

j. Pengkoordinasian, perumusan dan.pelaksanaan penerbitan dan
pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB dan BPHTB yang
berkaitan dengan penetapan;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang PBB dan BPHTB membawahi :

Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB.

Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB.

Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

oo

11. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB
Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan

Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB.
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Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a.

Penyusunan rencana kerja_Sub Bidang-Pendaftaran;. pendataan PBB dan
BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan - perundang-undangan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub
Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan.BPHTB;

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Sub.Bidang Pendaftaran, pendataan” PBB dan BPHTB serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

Pelaksanaan perhitungan potensi PBB dan BPHTB, pendataan objek dan
subjek PBB dan BPHTB;

Pelaksanaan pendataan, pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek/subjek
pajak, pembetulan, pencatatan serta pemetaan objek dan subjek PBB;
Pelaksanaan penyampaian.dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
Pelaksanaan  pengumpulan, pengolahan  data, pengalokasian dan
penatausahaan PBBdan BPHTB, pemantauan  dan-penyiapan laporan
evaluasi kinerja;

Perencanaan dan pelaksanaan cetak massal SPPT PBB, DHKP dan DBKB;
Perencanaan dan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB cetak massal
kepada UPT;

Penyusunan dan pelaksanaan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP) PBB kepada petugas penyampai PBB oleh kelurahan/UPT;
Pelaksanaan penghimpunan data termasuk mutasi tanah dan bangunan
serta pencatatan data objek PBB dan BPHTB;

Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak BPHTB,
bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan rekonsiliasi data wajib
pajak dalam rangka intensifikasi;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

12. Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB

Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB membantu

Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan penilaian,

penetapan PBB dan verifikasi BPHTB.
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Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana Kkerja Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan
Verifikasi BPHTB berdasarkan ketentuan-Peraturan. Perundang-Undangan
dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid
Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB;

c. Pelaksanaan inventarisasi. permasatahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Subbid Penilaian,; Penetapan PBB’dan Verifikasi BPHTB serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian dan penetapan PBB;

f.  Penyusunan dan pemrosesan penerbitan surat keterangan NJOP dan surat
keterangan bebas BPHTB;

g. Penyusunan dan pelaksanaan pembuatan konsep Surat Keputusan
Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi. dan Bangunan,
Pemecahan Kecamatan dan Kelurahan, Tarif, Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), PBB Minimal,
Kode Wilayah, Zona Nilai Tanah dan Tempat Pembayaran;

h. Penyusunan dan pelaksanaan penentuan Nomor Objek Pajak (NOP) dan
Zona Nilai Tanah (ZNT) objek,pajak;

i.  Penyusunan dan pelaksanaan penitaian Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)
dan tanah dengan kriteria khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

J. Pelaksanaan penetapan kembali atas diterbitkannya Keputusan
pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta
pengembalian  kelebihan pembayaran terhadap ketetapan PBB dan
BPHTB;

k. Penyusunan dan pelaksanaan" verifikasi penerimaan pembayaran Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;

I.  Penyusunan dan pelaksanaan penghitungan penetapan pajak dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
(SKPDN) BPHTB;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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13. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB membantu
Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan.sub urusan pembetulan

dan pengurangan PBB dan BPHTB.

Sub “Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja pembetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunman norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional
pembetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB,

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan pembetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB serta menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di‘bidang tugasnya;

e. Penyusunan dan pelaksanaan proses pembatalan NOP PBB;

f. Perencanaan dan pelaksanaan peninjauan lapangan atas proses PBB dan
BPHTB;

g. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan,
pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian
kelebihan pembayaran terhadap ketetapan PBB dan BPHTB;

h. Penyusunan dan"pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas
PBB dan BPHTB, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta
penerimaan surat lainnya,

I. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat
diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai
dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;

J. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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14. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika Dan Perundang-Undangan

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang- Undangan
mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala.Badan dalam pelaksanaan

sub Urusan Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan.

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang
Retribusi, Data Teknolgi Informatika dan Perundang-Undangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pencatatan
penerimaan/pemungutan dan penyetoran retribusi daerah dan pendapatan
lain-lain yang bersumber dari laba perusahaan daerah, usaha daerah yang
sah dan sumbangan pihak. ketiga kepada daerah serta melaksanakan
legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.

c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan Retribusi, Data Teknik
Informatika dan Perundang-Undangan, ‘dalam penerapan pajak dan
retribusi daerah.

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya.

e. Pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan
retribusi daerah. ke Organisasi Perangkat.-Daerah (OPD) pemungut
retribusi.

f.  Pengkoordinasian pencatatan Semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) dan pendapatan lain-lain.

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi
penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.

h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran
dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.

I. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pajak daerah.

J.  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang- Undangan,
membawahi :

a. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain.
b. Sub Bidang.Data dan Teknologi Informatika.
c. Sub.Bidang Perundang-Undangan:

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing
dipimpin_oleh seorang Kepala | Sub ‘Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab . kepada - Bidang Retribusi, - Teknologi Informatika dan
Perundang-Undangan.

15. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain

Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain membantu
Kepala Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam

pelaksanaan sub urusan Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain.

Sub Bidang Retribusi, lLegalisasi dan Pendapatan Lain-Lain dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Retribusi, Legaliasi dan Pendapatan
Lain-lain Dberdasarkan "ketentuan peraturan perundang-undangan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub
Bidang Retribusi, Legaliasi dan Pendapatan Lain-lain;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Sub Bidang Retribusi, Legaliasi dan Pendapatan Lain-lain serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur Kkerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Penyusunan rencana kegiatan penerimaan retribusi, legalisasi dan
pendapatan lain-lain yang sah;

f. Pelaksanaan pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
dan pendapatan lain-lain;

g. Pelaksanaan validasi penerimaan pajak daerah;
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Pelaksanaan evaluasi penerimaan retribusi daerah terhadap target
penerimaan;

Pelaksanaan persiapan bahan-bahan penyusunan pelaporan retribusi daerah
dan melakukan rekonsiliasi;

Pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah
ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retibusi;

Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah,
retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya;

Persiapan dan pelaksanaan pencatatan surat-surat yang berkaitan dengan
penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;

Pelaksanaan  pencatatan: || penerimaan/pemungutan  dan  penyetoran
penerimaan pendapatan lain-lain;

Pelaksanaan pembukuan penerimaan retribusi, bagian laba/ royalti,
kompensasi, Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan pendapatan lain-
lain;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan retribusi,
legaliasi dan pendapatan lain-lain;

Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat
diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

16. Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika

Sub Bidang Data dan Teknologi-Informatika membantu Kepala Bidang

Bidang Retribusi, Data Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam

melaksanakan sub urusan data dan teknologi informatika.

Sub Bidang Data dan. Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan rencana kerja Subbid Data dan Teknologi Informatika
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid
Data dan Teknologi Informatika;

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Subbid Data dan Teknologi Informatika serta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
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teknis dan laporan di bidang tugasnya;

Pelaksanaan analisis serta menyiapkan layanan dukungan teknis
infrastruktur dan Teknik Informatika pajak daerah;

Pelaksanaan pengolahan data dan informasi serta pemeliharaan database
pajak daerah;

Pelaksanaan _dan penyiapan kebutuhan<wsistem informasi dan
pengembangan integrasi-sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
Pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan perangkat lunak/keras serta
menyiapkan layanan penyelesaian permasalahan jaringan komunikasi data;
Pelaksaakan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan pajak daerah;

Pelaksanaan fasilitast” kerjasama bidang'.teknologi informasi dengan
perbankan dan institusi lain;

Pelaksanaan fasilitasi dan mengembangkan penyebaraninformasi pajak
dan retribusi daerah melalui media komunikasi internet, elektronik dan
media komunikasi lainnya;

Pelaksanaan penyusunan profil Badan Pendapatan Daerah, profil pajak dan
retribusi daerah;

Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua
upaya kegiatan di bidang tugasnya;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

17. Sub Bidang Perundang-Undangan

Sub Bidang Perundang-Undangan membantu Kepala Bidang Retribusi,

Data Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan sub

urusan perundang-undangan.

Sub Bidang Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

a.

d.

Penyusunan rencana kerja Subbid Perundang-Undangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid
Perundang-Undangan;

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Subbid Perundang-Undangan serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
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kebijakan, program dan prosedur Kkerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pajak daerah untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas;

f. Pemberian pertimbangan atas pengkajian perundang-undangan tentang
pajak daerah;

g. Pelaksanaan kegiatan -penghimpunan,-sosialisasi peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis dan bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan bidang Perundang-Undangan serta melakukan
kerjasama perpajakan;

h. Pelaksanaan tugas-tugas, lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

18. Bidang Penagihan Pajak Daerah
Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian

Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan penagihan pajak daerah.

Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud di atas:-menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Penagihan Pajak
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan  potensi penerimaan dari
pemeriksaan dan penagihan pajak daerah;

c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak
daerah sesuai dengan ketentuan yang berfaku;

d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pembukuan, validasi,
evaluasi dan pelaporan pendapatan pajak daerah;

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pencatatan mengenai
penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;

f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pemeriksaan berkala
terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran
penerimaan daerah;

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala
hasil pemeriksaan;

h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penagihan aktif sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

I. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penyusunan usulan
penghapusan piutan gpajak daerah;
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J. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawabhi :

a. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan.
b. Sub Bidang:Pemeriksaan Pajak Daerah.
c. Sub.Bidang Penagihan Pajak Daerah.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang:yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah

19. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan membantu
Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan

pembukuan, validasi, evaluasi dan pelaporan

Sub Bidang Pembukuan,  Validasi, .Evaluasi dan™ Pelaporan dalam

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan. perundang-undangan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid
Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur Kkerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan pembukuan terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui
kliring pada Rekening Kas Daerah;

f.  Pelaksanaan validasi penerimaan pajak daerah;

Pelaksanaan evaluasi penerimaan pajak daerah terhadap target
penerimaan;

h. Pelaksanaan persiapan bahan-bahan penyusunan pelaporan pajak daerah
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dan melakukan rekonsiliasi;

I.  Pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan daerah ke Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

J. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah,
retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya;

k. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang pajak;

I.  Pelaksanaan proses penerbitan surat keterangan lunas.pajak daerah melalui
Kliring;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

20. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah
Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang
Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan pemeriksaan pajak

daerah.

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagali
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid
Pemeriksaan Pajak Daerah;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Subbid Pemeriksaan "Pajak+ Daerah serta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur Kkerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan analisa terhadap SPTPD Wajib Pajak sebagai bahan untuk
pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;

f. Pelaksanaan analisa terhadap Kartu Data Wajib Pajak sebagai bahan untuk
pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;

g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah terhadap Wajib Pajak yang
menghitung, melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak terutang (self
assessment system) dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah;

h. Pelaksanaan upaya-upaya persuasif dalam rangka optimalisasi pajak
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daerah yang membayar sendiri(self assessment system);

I.  Penghitungan potensi penerimaan dari pemeriksaan pajak daerah;

J. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

21. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Penagihan

Pajak Daerah dalam melaksanakan sub-urusan.penagihan pajak daerah.

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Subbid Penagihan Pajak Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan. petunjuk atasan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk oeperasional Subbid
Penagihan Pajak Daerah;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Subbid Penagihan Pajak Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan-bahan-bahanyang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk
teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan/kurang. bayar (piutang) pajak
daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

f. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan penyusunan usulan pengahapusan
piutang pajak daerah;

g. Pelaksanaan dan pemrosesan angsuran tunggakan pajak dan pengurangan
atau penghapusan sanksi/denda administrasi pajak daerah;

h. Penghitungan potensi penerimaan dari penagihan pajak daerah;

I.  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

D. Sumber Daya Organisasi

Keadaan Pegawai per Juni Tahun Anggaran 2017 berjumlah 109 (seratus
Sembilan belas) orang Pegawai tetap (PNS) yang terdiri dari Kepala Badan,
Sekretaris, Kabid, Kasubbid dan Kasubbag serta beberapa orang staf ditambah
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141 (seratus empat puluh satu) orang Tenaga Harian Lepas hal ini dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 1V.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Badan

20 Orang

27 Orang
49 Orang
13 Orang
4
Tenaga Harian Lepas (THL) 141 Orang
Jumlah 250 Orang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas R

) diperoleh
dari resp ing berisikan
mengenai 'na i ; i andi dan lama bekerja
responden al Badan ; ﬂ aru dan wajib
Pajak Restoran ekanbe r : tersebut maka

dapat dilih

1. Indentita

Tabel V.1 : Distribusi responden menurut jenis kelamin Pegawai Badan

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 2 100%
2 Perempuan - -
Jumlah 2 100%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2018
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden pagawai Badan

Pandapatan Daerah Kota Pekanbaru jika dilihat dari jenis kelamin yaitu semuanya

berjenis kelamin Laki-laki, yang berjumlah 2 orang dangan persentase 100%.

Pekanbaru

£g\5 ¢

Tabel V.2 :

LNIERAN

disetiap kecamatan yang ada 0 anbaru jika dilihat dari jenis kelamin
yaitu untuk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.
Untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 orang dengan persentase 55% dan

jenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang dengan persentase 45%.
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2. Indentitas Responden Berdasarkan Umur

Pada bagian ini akan diuraikan identitas responden berdasarkan umur,

sehingga umur seseorang merupakan suatu tingkat kematangan seseorang dalam

g lebih muda
umurnya. pajak restoran
di setiap kecama n i K ota Pekal 1‘ L h jelasnya mengenai

hal tersebut

No Persentase
1
2
3 41-50 - -
4 50> - -
Jumlah 2 100%

Sumber: Data Olahan Wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru, 2018

Berdasarkan tabel diatas seperti kita ketahui bahwa untuk identitas

responden jika dipandang dari tingkat umur maka untuk usia 31-40 tahun
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berjumlah 2 orang dengan persentase 100%. Dapat disimpulkan bahwa responden
pegawai menurut tingkat umur keduanya sama-sama berusia 31-40, dan juga

tingkat umur juga mempengaruhi kinerja seorang pegawai, oleh karena itu dalam

atan Daerah

Sehingga ( - S ') )¢ 3 ota Pekanbaru

Kedepannyz

Tabel V.4 A fen Me : ) Wajib Pajak

No < S JUmle Persentase
42%
32%
18%
8%
100%

B WIN| -

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk untuk identitas
responden jika dipandang dari tingkat umur maka yang dominan adalah umur 20-
30 yaitu berjumlah 16 orang dengan persentase 42%, selanjutnya umur terbanyak
kedua adalah 31-40 tahun dengan jumlah 12 orang, dengan persentase 32%,

selanjutanya disusul oleh umur 41-50 tahun dengan yang berjumlah 7 orang
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dengan persentase 18%, dan yang terakhit umur 50> dengan jumlah 3 orang

dengan jumlah persenannya 8%.

sula daya pikir
hi karakter
seseorang n_ﬂ a pendidikan
jangan dalam
memahami ir seseorang,
pendidikan . Pendidiakan

bisa didapa ngkungan dan

WAL

keluarga.

Berdasarka il penelitia S pad ‘ atan Daerah Kota
Pekanbaru, maka at pe ainya adalah sebagai

berikut:

No Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase

SD - -

SMP - -

SMA . -

Diploma - -

Strata 1 2 100%

OO W N -

Strata 2 - -

Jumlah 2 100%

Sumber : Data Olahan Wawancara Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,
2018
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Dari tabel diatas dapat dilihat identitas responden berdasarkan tingka
pendidikannya terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkat SD sampai

dengan Strata 2, sementara itu jenjang pendidikan di Badan Pendapatan Daerah

diatas responden

IS

pencapaian an yang ehingga 1 me atkan penghasilan

pajak daer

Tabel V.6 :

No Persentase

1 5%

2 3%

3 SMA 25 66%

4 Diploma 2 5%

5 Strata 1 6 16%

6 Strata 2 2 5%
Jumlah 38 100%

Sumber : Data Olahan Kuisioner, 2018
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Dari tabel diatas dapat dilihat identitas responden berdasarkan tingkat
pendidikan terdiri dari beberapa bagian, bahwa jenjang pendidikan bagi wajib
pajak restoran yang ada di Kota Pekanbaru menunjukan pada tabel di atas
responden berpendidikan SD..2 orang_.dengan persentase 5%, kemudian
dilanjutkan dengan SMP 1 orang dengan persentase 3%, SMA lebih dominan
yaitu 25 orang dengan persentase 66%;: selanjutnya Diploma 2 orang dengan
persentase 5%, Strata 1 sebanyak 6 orang dengan persentase 16%, Strata 2
sebanyak 2 orang dengan persentase 5%, dari keseluruhan responden yang ada
maka diharapkan membayar pajak tepat pada waktunya, dilihat dari tabel tersebut
sangat sedikit responden yang berpendidikan SMP kebawah selebihnya banyak
responden perpendidikan SMA bahkan ada yang Strata 2, maka dari itu tentu
setidaknya responden tersebut juga mengetahui bahwa penghasilan Kota
Pekanbaru bersumber dari pajak, maka diharapkan bagi semua wajib pajak yang
ada di Kota Pekanbaru agar membayar pajak tepat pada waktunya terkhusus pada
pemilik restoran, dengan dibayarnya pajak tentu pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru akan semakin meningkat, jika meningkatnya pendapatan daerah tentu
akan memper lancar semua pembangunan.yang ada di Kota Pekanbaru baik
pembangunan dari segi ekonomi, pendidikan, infrastuktur dan lain sebagainya

yang bertujuan untuk kemajuan Kota Pekanbaru kedepannya.

4. Indentitas Responden Berdasarkan Lama Bekarja

Lama bekerja menentukan seseorang memahami situasi dan kondisi di
tempat dimana dia bekerja, semakin lama seseorang bekerja di suatu instansi atau

tempat bekerjanya juga akan semakin muda mengikuti aturan-aturan yang dibuat
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oleh organisasi tersebut dan apa saja yang dilakukan oleh organisasi tersebut tentu
karyawan sedikit banyaknya dia akan tau, semakin lama seseorang bekerja maka

akan tau perkembangan ataupun penurunan kualitas peruhaan atau instansi tempat

dia bekerja. Unt engenai a dapat dilihat pada
tabel beri
Tabel V. &%ﬁ' S '%I‘QMM Pegawai
en a
No j Persentase
1 50%
- -; :i-l :
3 1-15Ta j';’* “'.liu_ 50%
4 ah -
5 -
KANBAR
u AL 100%
Sumber : Data n d ah Kota Pekanbaru,
2018
Berdasarkan tabel t i s responden berdasarkan lama

bekarja. Yang bekerja 1-5 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 50%, untuk
kategori bekerja 11-15 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 50%, seperti
kita lihat dari tabel diatas ini pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
sudah cukup lama bekerja di Bapenda, tentu pengalaman dia untuk bekerja tentu
sudah luas dan tentu dia sudah meraskan suka dan dukanya bekerja di Badan

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
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Tabel V.8 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Lama Bekerja Wajib

Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

No Lama Bekerja Jumlah Persentase

63%

nE
\

\

B. Strategi Badan Pendapate acrah Kota Pekanbaru Dalam

Meningkatkan Pajak Restoran

Sterategi menurut Marrus adalah sustu proses penentuan rencana pada
pimpinan puncak dan berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, setiap
penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

(dalam Umar, 2008;31).
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Dalam melaksanakan azas dekonsentrasi maka Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru memperoleh pelimpahan tugas dari Walikota Pekanbaru untuk

melakukan pemungutan pajak yang ada di Kota Pekanbaru terkhusus untuk pajak

pekanbaru
mengetahui
Dalam Men

dan rekapitu

‘g,\‘ii\\‘%\

®
2
8
Y
<

ini:

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada tiap bulan pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata ini
merupakan cara atau strategi yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Dalam
Memakukan Pemungutan Pajak yang ada di Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan strategi yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru dalam hal Stelsel nyata seperti yang dijelaskan diatas dapat dilihat
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distribusi jawaban responden pegawai Badan Pendpatan Daerah Kota Pekanbaru

yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data wawancara pada tebel berikut

ini:

Tabel V.9 : D ponde ‘% Badan Pendapatan
“ .@‘ ) yata.

No 1 Jumlah

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

Sumber: Hasil Penelitian Lapanga

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator stelsel nyata diperoleh dari
tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, untuk
item penialaian pemeriksaan sacara langsung yang menjawab cukup terlaksana 2
orang, item penilaian pemanggilan kepada wajib pajak yang belum terdaftar
menjawab terlaksana 2 orang, untuk item penilaian pemungutan menggunakan

SPTPD menjawab terlaksana 2 orang, untuk item penilaian pemungutan tidak
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sekaligus yang menjawab terlaksana 2 orang, untuk item penilaian pajak dibayar

sendiri oleh wajib pajak yang menjawab terlaksana 2 orang, item penilaian

pengawasan Yyang menjawab cukup terlaksana 2 orang, item penilaian proses

administrasi ya terl tuk item penilaian
pemberi r akhir item
penilaia Btwm
Ny
Tabel V. lisis eg awai Badan
p ai Indikator
e
No [ = ; "aigé‘ Jumlah
Terl al ng
=2 F@)I | TergKsan sana
)
1 | Peme secar. 4
langs J
2 | Panggi ANB - 6
yang be 2 %
3 Pemung - 6
Menggunakan S o ®
4 | Pemungutan ti - 6
sekaligus
5 | Pajak dibayar sen 6 - - 6
oleh WP
6 Pengawasan - 4 - 4
7 Proses administrasi - 4 - 4
8 | Pemberian teguran 6 - - 6
9 | Sanksi - - 2 2
Total Skor 30 12 2 44

Sumber: Data Olahan, 2018




114

Skor tertinggi : 2x3=6
Skor Tertinggi Indikator 6 x 9 = 54

% = Total Skor x 100
Skor Tertinggi

=44 x 100 = 81,48% (Terlaksana)
54

Berdasarkan hasil analisis' distribusi jawaban responden pegawai Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengeni indikator stelsel nyata adalah
81,48%. Sehingga dapat dikategorikan terlaksana, karena apabila strategi yang
dilakukan oleh-Badan Pendapaten Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan
pajek restoran telah menjalankan atau pada jawaban responden kategori
terlaksanan dengan persentase antara 67% - 100%.

Kategori tanggapan terlaksana dikarenakan beberapa item penialaian yang
sudah terlaksana lebih banyak.dari pada cukup. terlaksana dan kurang terlaksana.
Item penialaian pemeriksaan secara langsung, dalam hal ini-pegawai berpendapat
cukup terlaksana 2 orang.

Dari hasil wawancara penulis dengan sub bidang pemeriksaan pajak
daerah yaitu bapak T. Denny Muharpan, SH beliau mengatakan apa bila ada
indikasi bahwa belum sesuainya.apa yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan
penghasilan yang dia peroleh 'maka langkah pertama yang dilakukan oleh
petugas badan pendapatan daerah kota pekanbaru yaitu mengeluarkan surat
perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala badan terkait pemerikaan yang akan
dilakukan, kemudian memeriksa terlebih dahulu data pembayaran yang dimiliki
oleh wajib pajak tersebut, dalam malakukan pemeriksaan ini ada 3 upaya yang
dilakukan yaitu pemeriksaan lengkap, pemeriksaan secara sederhana dan
klarifikasi, klarifikasi ini dilakukan secara persuasif yaitu benar atau tidak ada
tindakan kecurangan saat membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak
restoran tersebut, langkah selajutnya mengumpulkan data-data yang terkait
indikasi kecurangan saat pembayaran pajak kemudian dilakukan pendataan maka
setelah diolah data yang ada maka apa bila ada selisih antara penghasilan yang
dia peroleh dengan yang dia setorkan kebadan pendapatan daerah maka kita
buat kesimpulan sementara lalu melakukan pemanggilan kepada wajib pajak
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untuk membahas mengenai pemeriksaan ini, setelah dibahas maka wajib pajak
tentu akan menerima hasil dari pemeriksaan petugas karna sudah ada bukti-bukti
terhadap kecurangan saat pembayaran, setelah itu maka dibuat berita acara hasil
pemeriksaan, dengan dasar berita acara inilah diterbitkannya Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Bedasarkan® observasi penulis dilapangan pemeriksaan itu memang ada
dilakukan. Tapi petugas badan pendapatan baerah sangat jarang sekali melakukan
pemeriksaan saat terjadi kecurangan pembayaran.

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang wajib pajak restoran yang
rumah makannya sangat ramai sekali pembelinya yang ada JI hangtua berdasarkan
pemngakuan -beliau memang ada pemerikasaan dilakukan petugas badan
pendapatan daerah tetapi dia tidak akan pernah tau berapa penghasilan kami
tiap bulannya karena saya saja terkadang membayar pajak sesuka hati saya saja
yang penting bayar, dan kata beliau saya mulai dari bukak restoran ini sudah 14
lebih saya paling banyak bayar Rp.200.000 itu pengakuan beliau sementara
penulis menanyakan berapa penghasilan bapak per minggunya belaiu menjawab
per hari terkadang ada Rp. 500.000 itu hanya siang hari saja belum lagi malam,
itu berdasarkan pengakuan beliau.

Maka dapat disimpulkan bahwa sangat jarang sekali petugas badan
pendapatan daerah kota pekanbary, pmemeriksa wajib pajak yang melakukan
kecurangan saat membayar pajak, dan juga dapat disimpulkan apa yang
disampaikan oleh ‘pegawai Badan Pendapatn Daerah. seperti disampaikan diatas
tadi bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang di sebutkan oleh wajib
pajak restoran. maka dapat distmpulkan masih kurangnya pemeriksaan yang
dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap wajib pajak
yang melakukan kecurangan saat membayar pajak, jika kinerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru maka akan menyebakan tidak tercapainya terget yang

akan dicapai satiap tahunnya dan juga akan berdampak pada terhambatnya

pembangunan daerah kota pekanbaru kedepannya.
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Berikutnya item penilaian panggilan kepada WP yang belum terdaftar,
pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berpendapat terlaksana
sebanyak 2 orang.

Berdasarkan wawancara.yang penulis.lakukan dengan kepala bidang pajak
daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama
di berikan oleh bapak Agussalim,S.Sos selaku sub didang pajak hotel, pajak
hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan dalam
melakukan pendaftaran pihak restoran wajib melaporkan usahannya ke Bapenda,
apa bila pihak restorantidak melaporkan makarusahanya Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru melakukan pendataan kelapangan, maka pihak restoran
ini diberikansurat pemanggilan untuk mendaftarkan dan setelah dia datang maka
didaftarakan maka dengan menisi formulir-formulir dan persyaratan-persyaratan
yang di tentukan oleh bapenda. Setelah dilakukan pemanggilan tapi pihak
restoran tidak juga datang maka dilakukan peneguran, jika teguran ini masih
tidak diindakan dilakukan penempelan bahwa dalam penempelan itu berbunyi
bahwa wajib pajak ini belum melakukan kewajiban sebagai wajib pajak derah,
dan jika tidak diindahkan juga maka kami akan lakukan penutupan secara paksa
dan permanen.usaha tersebut.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan yang mana rumah makan
tersebut tidak ada di daftar wajib pajak restoran yang penulis-dapatkan dari Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Saat penulis datang kerumah yang bernama Pondok Ikan Bakar tepatnya
dikecamatan sail dan penulis langsung bertemu dengan pemilik rumah makan
tersebut lalu penulis memperkenalkan diri kemudian menanyakan bebarapa
pertanyaan kepada bapak rersebutyang bernama bapak Miarso petanyaan pertama
yang penulis berikan adalah sudah berapa.lama rumah makan ini berdiri beliau
menjawab sudah 4 Tahun dan pertanyaan selajutnya berapa penghasilan dari
rumah makan ini dalam 1 minggunya pak dan dia menjawab kadang dapat Rp.
800.000 terkadan kurang dan terkadang berlebih, tetapi sering dapat segitu, jadi
jika dijumlahkan penghasilan yang diperoleh perbulannya maka keseluruhanya
Rp. 3.200.000 bahkan lebih, sementara dalam aturanya penghasilan Rp.
1.250.000 saja sudah dikenakan pajak 10%, itu berdasarkan pengakuan beliau.
Pertanyaan selanjutnya yang penulis berikan adalah apakah bapak membayar
pajak juga dari restoran ini pak dan dia menjawab tidak, dia bilang penghasilan
cukup-cukup makan aja ya gimana mau bayar pajak dek itu yang dia sampaikan
kepada saya, dan saya betanya lagi apakah tidak ada pihak atau orang badan
pendapatan daerah kota pekanbaru memintak bapak untuk mendaftarkan sebagai
wajib pajak restoran, dan beliau mejawab selama 4 tahun berdirinya rumah
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makan ini belum pernah dek itu yang beliau sampaikan. Disaat saya meminta
dokumentasi atau berfoto dengan beliau tapi beliau menolak untuk di foto.

Juga tidak hanya rumah makan itu saja yang penulis lihat dilapangan yang
tidak ada didaftar wajib pajak restoran yang penulis dapatkan dari Badan
Pendapatan _Baerah Kota Pekanbaru, Maka dapat disimpulkan masih kurang
terlaksananya pemanggilan kepada wajib pajak restoran yang belum terdaftar
sebagai wajib pajak.

Selanjutanya item penilaian pemungutan menggukan SPTPD, pegawai
dalam hal ini menjawab terlaksana 2 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak
daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama
di berikan oleh bapak Agussalim,S.Sos selaku sub didang pajak hotel, pajak
hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan dalam
melakukan pemungutan atau itu-pembayaran langusng yang dilakukan oleh Wajib
Pajak Restoran ke Bapenda dalam aturannya jelas dan itu dilaksanakan oleh
wajib pajak dan juga diterima oleh pegawai yang ditugaskan dalam pembayaran
pajak maka dipungut menggunakan SPTPD.

Berdasarkan observasi yang penulis lihat di Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru, saat pembayaran pajak wajib. pajak membayaranya
menggunakan SPTPD, Maka dari keterangan diatas dapat disimpulkan sudah
terlaksananya pembayaran pajak menggunakan SPTPD.

Untuk item penilaian pemungutan tidak sekaligus, pegawai menjawab
terlaksana sebanyak 2 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak
daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama
di berikan oleh bapak Agussalim,S.Sos selaku sub didang pajak hotel, pajak
hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan dalam
melakukan pemungutan ini memang tidak dilakukan sekaligus, terkadang wajib
pajak tidak semuanya ada uang untuk membayar pajak pada tanggal yang di

tentukan dan juga tidak mungkin itu dilakukan sekaligus, apa lagi seperti kita tau
sebanyak 1.280 restoran yang ada dikota pekanbaru ini jadi tidak mungkin
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sekaligus di pungut ataupun orang itu membayarnya di tanggal yang ditentukan
dan keseluruahnnya dibayar dan dipungut sekaligus.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa petugas badan
pendapatan daerah tidak malakukan pemungutan.atau pembayaran yang di
lakukan oleh” Wajib _pajak restoran tidak dilakukan sekaligus atau tidak
diborongkan, karena berdasarkan observasi penulis tidak mungkin dilakukan
pemungutan oleh petugas badan pendapatan ‘daerah kota pekanbaru secara
sekaligus mengingat jumlah wajib pajak restoran yang ada dikota pekanbaru
mencapai 1.280 wajib pajak berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2015-2017. Maka dapat
disimpulkan bahwa pemungutan pajak tidak dilakukan sekaligus dan dalam
kategori terlaksana.

Berikutnya untuk item penilaian pajak dibayar sendiri olen WP, yang
menjawab terlaksana sebanyak-2 arang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak
daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama
di berikan oleh bapak Agussalim,S.Sos selaku sub. didang pajak hotel, pajak
hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan dalam
proses pembayaran pajak; wajib pajak diharuskan dan dalam aturanya dia
membayar sendiri kewajiban pajaknya ke.Bandan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru dan ini juga tidak boleh diwakilkan karena yang mengetahui lebih
banyak mengenai pajak ini adalah pemilik atau pengelolah restoran itu sendiri

dan juga aturan ini sudah terlaksana dengan baik dan dibayar langung oleh
Wajib Pajak ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa masih ada wajib pajak
restoran yang tidak membayar pajaknya, setelah Petugas Badan Pendapatan Kota
Pekanbaru datang kerestoran kemudian baru dilakukan dibayar oleh wajib pajak

tersebut, jika jika petugas tidak memungut dan datang ke restoran mereka tidak
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membayar pajak bahkan ada yang tidak membayar pajak sehingga dilakukan
menyegelan usaha oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. dapat
disimpulakan tidak sesuai apa yang penulis lihat dilapangan dengan apa yang
disampaikan oleh« pegawal Bapenda, maka.dapat disimpulkan masih kurang
terlaksananya pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Selanjutnya untuk item <penilaian: pengawasan dalam hal ini pegawai
menjawab cukup terlakSana 2 orang.

Dari hasil wawancara penulis dengan sub bidang pemeriksaan pajak
daerah yaitu bapak T. Denny Muharpan, SH beliau mengatakan setiap bulannya
dilakukan pengawasan, dan pengawasan ini adalah ranahnya bagian penagihan
pajak dan kami akan melaporkan kebagaian penagihan pajak bahwa retoran
teersebut belum melakukan pembayara pajak dan menunggak sebulan atau dua
bulan pembayaran, dan pengawasan ini dilakukan pertanggal 15 setiap bulannya
dan apa bila sudah lewat tanggal 15 maka disurati agar wajib pajak membayar
pajaknya dan pengawasan ini-dalam aturannya.memang tiap bulan, tetapi kami
lakukan pengawasan seoptimal mungkin terhadap wajib pajak yang belum
membayar kewajibannya, dan juga bertujuan, supaya tidak ada kecurangan saat
pembayaran pajak maka dilakukan pengawasan tersebut.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan, maka benar
adanya pengawaan yang dilakukan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru diseriap bulannya, karena berdasarkan wawancara penulis dengan
seorang wajib pajak restoran yaitu syomay unyil _yang ada di kecamatan
pekanbaru kota bahwa menurut ibuk ratna petugas Bapenda setiap bulannya
datang untuk mengawasi penghasilan kami dan-juga beliau mengatakan, saya
rasa semua rumah makan dan juga yang tergolong wajib pajak itu semua tempat
di pekanbaru diawasi.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian penulis terlaksannya pengwasan
yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait dengan
pendapatan restoran setiap bulannya.

Item penilaian proses administrasi dan pemungutan, yang dalam hal ini

pegawai menjawab kategori cukup terlaksana 2 orang.
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Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak
daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama
diberikan oleh bapak Agussalim,S.Sos selaku sub didang pajak hotel, pajak
hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan dalam
proses administrasi tidak memakan waktu yang lama, mereka melengkapi izin,
mengisi permohonan_pendaftaran selaku wajib pajaky.dan melengkapi persaya-
persyaran yang telah ditentukan, dan setelah.itu kita keluarkan pembukuan selaku
wajib pajak daerah dan NPWP, proses administrasi ini satu hari saja selesai.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan yang menulis lihat, ada seorang
wajib pajak restoran yang ‘mendaftar dihari tersebut .dan dihari berikutnya dia
masih datang ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk mengambil
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) karena belum siap oleh pegawai
Bapenda.

Dapat disimpulkan masih kurang terlaksananya saat pendaftaran pajak
berlangsung dan tidak sesuai.apa Yyang.disampaikan oleh pegawai Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan pelaksanaan pendaftaran sebenarnya.

Selanjutnya item penilaian pemberian:teguran, untuk kategori terlaksana
sebanyak 2 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak
daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut.dan juga jawaban yang sama
diberikan oleh bapak Agussalim,S.Sos selaku sub didang pajak hotel, pajak
hiburan, restoran, parkir dan Sarang  burung walet, beliau mengatakan selain
membayar yang dilakuakan oleh'wajib pajak maka wajib pajak juga menyerahkan
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan ke Bapenda bersamaan
saat pembayaran pajak dilakukan. Bila wajib pajak tidak membayar kewajannya
maka diberikan surat panggilan untuk membayar pajak, jika tidak diindahkan
maka dilakukan menempelan stiker bahwa wajib pajak ini belum memenuhi
kewajibannya sebagai wajib pajak sampai dia membayar pajaknya dan juga bisa
dilakukan pencabutan usaha dan penutupan secara permanen.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan memang sudah terlaksananya

penempelan spanduk atau stiker yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah

Kota Pekanbaru saat wajib pajak restoran tidak membayar pajaknya ke Bapenda
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seperti yang tedapat pada dokumensi pada skripsi penulis terdapat penempelan
spanduk pada sarang kepiting di panam karna belum membayar pajak dan juga
petugas Bapenda memberikan surat teguran kepada wajib pajak restoran yang
terlambat membayar pajak.

ltem penilaian yang terakhir adalah sanksi, yang menjawab kurang
terlaksana 2 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak
daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama
diberikan oleh bapak Agussalim,S.Sos selaku sub didang pajak hotel, pajak
hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beltau mengatakan untuk sanksi
atau hukuman. yang diberikan oleh Bapendan sejauh ini _memang belum
diterapkan yang seperti yang sesui yang didalam peraturan daerah tersebut tetapi
yang baru diterapkan sanksi berupa denda 2% dan penempelan berupa spanduk
saja bagi yang belum membayar pajak, kalau sanksi penjara itu sejauh ini belum
diterapkan, kenapa belum diterapkan karena mungkin ada pertimbangan juga
yang dilakukan eleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dari hasil observasi penulis dilapangan memang belum ada sanks berupa
tahanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan seperti yang
tercantum dalam peraturan daerah tersebut, maka dapat disimpulkan Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum memberikan saksi berupa hukuman
terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam pembayaran pajak ataupun
dalam pemungutan pajak.

Dari wawancara diatas ada 2 item penilaian yang dijawab oleh 1 orang
pegawai Bapenda yaitu karena bagian pemerikasaan dan mengawasan yang
berwenang dalam bidang tersebut, maka Kabid dan sub bidang mengarahkan
penulis untuk memberikan pertanyaan tersebut kepada sub bidang pemeriksaan

untuk menjawab dua item penilaian tersebut dan disetujui pendapatnya oleh Kabit

dan sub Bid pajak restoran.
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Untuk lebih meyakiankan bahwa hasil dari jawaban Pegawai Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini benar-benar dalam kategori terlaksana,

maka dalam penelitian ini penulis juga memasukkan tanggapan dari wajib pajak

restoran yang a u me i jawaban dari pegawai

Badan jela iatas. Untuk

lebih jel %msijM kumpulkan

\W 0
melalui m rﬁ%
Tabel V.1 i estoran Kota
a S
y - —
No [ [ & | ka’tfe@ ' Jumlah
Terla ) B ng
- Ter sana

1 Peme ecar 38
langs

2 Panggilan a WP 6 38
yang b ar

3 | Pemungutan RNB 26 38
Mengg 2
SPTPD

4 Pemungu g, 22 38
sekaligus

5 | Pajak dibayar ir 12 38
oleh WP

6 Pengawasan 8 9 38

7 Proses administrasi 4 19 15 38

8 | Pemberian teguran 5 7 26 38

9 | Sanksi 6 14 18 38

Sumber: Data Olahan, 2018
Dari tabel diatas dapat diketahui untuk tanggapan responden wajib pajak

restoran di Kota Pekanbaru dalam penelitian tentang strategi Badan Pendapatan
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Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pajak restoran. ltem penilaian
pemeriksaan secara langsung, dalam hal ini berpendapat terlaksana sebanyak 10
orang, item penialian panggilan kepada WP yang belum terdaftar, dalam hal ini
berpendapat terlaksana sebanyak 2 orang;« selanjutanya_item pemungutan
menggunakan SPTPD, yang menjawab terlaksana berjumlah 2 orang, berikutnya
item pemungutan tidak sekaligus;yang menjawab terlaksan sebanyak 4 orang,
untuk item penilaian pajak dibayar sendiri oleh WP sebanyak 12 orang, item
penilaian berikutnya pengawasan, yang menjawab kategori terlaksana 21 orang,
item penilaian_proses administrasi jawaban kategori terlaksana 4 orang, untuk
item penilaian berikutnya pemberian teguran, yang dikategorkan terlaksana 5
orang, selanjutnya item penilaian yang terakhir adalah sanksi, yang menjawab
terlaksana 6 orang.

Kategori tanggapan-, cukup terlaksana +dilapangan- berdasarkan item
penilaian pemeriksaan secara langsung berjumlah 10 orang, selanjutnya kategori
cukup terlaksana pada item penilaian panggilan terhadap wajib pajak yang belum
terdaftar 10 orang, selanjutnya item penilaian pemungutan menggunakan SPTPD
sebanyak 10 orang, untuk item_penilaian.pemungutan tidak sekaligus yang
menjawab cukup terlaksana 12 orang, item penilaian pajak dibayar sendiri oleh
WP 14 orang, item penilaian pengawasan yang jawab cukup terlaksana 8 orang,
untuk item penilaian proses administrasi yang menjawab cukup terlaksana adalah
19 orang, item penilaian pemberian teguran yang menjawab cukup terlaksana 7
orang, selanjutnya yang terakhir item penilaian sankasi yang menjawab cukup

terlaksana 14 orang.
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Kategori tanggapan kurang terlaksana berdasarkan item penilaian
pemeriksaan secara langsung dalam hal ini yang menjawab kurang terlaksana
berjumlah 18 orang, item penilaian pemanggilan kepada wajub pajak yang belum
terdaftar berdasarkan ketegorirkurang terlaksan berjumlah 26 orang, selanjutnya
item penilaian pemungutan menggunakan SPTPD yang menjawab kurang
terlaksana 26 orang, item penilaian‘pemungutan, tidak sekaligus menjawab kurang
terlaksana berjumlah 22 orang, kemudian item penilaian pajak dibayar sendiri
oleh WP yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 12 orang, item penilaian
pengawasan yang menjawab kurang terlaksana berjumiah 9 orang, item penilaian
proses administrasi yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 15 orang,
kemudian item-penialaian pemberian teguran berdasarkan kategori dari jawaban
responden yang kurang terlaksana berjumlah 26 orang, selanjutnya item penilaian
yang terakhir adalah sanksi,~yang menjawab kurang terlaksana 18 orang.

Tabel V.12 : Analisis Distribusi Jawaban Responden Wajib Pajak Restoran

Kota Pekanbaru Indikator Stelsel Nyata.

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Terlaksana Cukup Kurang
(3) Terlaksana | Terlaksana
2) )

1 Pemeriksaan  secara 30 20 18 68
langsung

2 Panggilan kepada WP 6 20 26 52
yang belum terdaftar

3 Pemungutan 6 20 26 52
Menggunakan SPTPD

4 | Pemungutan tidak 12 24 22 58
sekaligus

5 Pajak dibayar sendiri 36 28 12 76
oleh WP

6 Pengawasan 63 16 9 88
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No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Terlaksana | Cukup Kurang
3) Terlaksana | Terlaksana
(2) 1)
7 Proses administrasi 12 38 15 65
8 | Pemberi 26 55
9 64
RSVIBS 1514 7 578
Sumber: ; zn
Skor tertin
Skor Tertin
L
% = Total = = - =
Skor Te ' &_5 J 1 ‘_ -
= 578 = 56,33% (Cukup Terlaksana)
1.026
Berd asil a i aban onden wajib pajak
restoran yang m I sel nyata adalah
56,33%. Sehin , na apabila strategi
o L]
yang dilakukan a Pekanbaru dalam
meningkatkan pajek re I u pada jawaban responden
kategori cukup terlaksanan dengan e antara 34% - 66%.

Berdasarkan observasi penulis terkait dengan Item penilaian pemeriksaan
secara langsung, berdasarkan wawancara dengan seorang wajib pajak restoran
yang ada dijalan hangtua beliau memang ada pemerikasaan dilakukan petugas
badan pendapatan daerah tetapi dia tidak akan pernah tau berapa penghasilan
kami tiap bulannya karena saya saja terkadang membayar pajak sesuka hati saya
saja yang penting bayar, dan kata beliau saya mulai dari bukak restoran ini
sudah 14 lebih saya paling banyak bayar Rp.200.000, semetara pegawai badan
pendapatan daerah kota pekanbaru merekan pelakukan pereriksaan kepada
wajib pajak restoran.
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Maka dapat penulis disimpulkan bahwa masih kurang terlaksananya
pemeriksaan sacara langsung terhadap pihak restoran yang membayar pajak tidak
sesuai dengan penghasilan yang dia terima tiap bulannya.

Berdasarkan observasi-penulis terkait.dengan rtem penilaian pemanggilan
kepada WP yang belum terdaftar, dari wawancara penulis dengan seorang pemilik
restoran yang tidak ada di daftar,wajib pajak,restoran, berdasarkan keterangan
yang penulis dapatkan bahwa restoran tersebut bernama pondok ikan bakar deliau
mengatakan rumah makanya sudah berdiri 4 tahun namun kata beliau belum
perhan petugas Bapenda datang, padahl penghaslannya tidap bulan lumayan
besar, dan tidak hanya rumah kanan itu saja yang belum terdaftra sebagai wajib
pajak masih banyak yang lainnya. Maka dapat penulis simpulkan masih kurang
terlaksanya pemanggilan terdadap wajib pajak restoran yang belum mendaftar
sebagai wajib pajak.

Berdasarkan ovservasi penulis terkait dengan item penilaian penggunaan
menggunakan SPTPD yang penulis lihat, di Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru, saat pembayaran pajak wajib pajak membayaranya menggunakan
SPTPD, Maka dari keterangan.diatas dapat disimpulkan sudah terlaksananya
pembayaran pajak menggunakan SPTPD.

Berdasarkan observasi penulis terkait dengan item penilaian pemungutan
tidak sekaligus, bahwa petugas badan pendapatan daerah tidak malakukan
pemungutan atau pembayaran yang di lakukan oleh Wajib pajak restoran tidak
dilakukan sekaligus atau tidak diborongkan, karena berdasarkan observasi penulis

tidak mungkin dilakukan pemungutan oleh petugas badan pendapatan daerah kota
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pekanbaru secara sekaligus mengingat jumlah wajib pajak restoran yang ada
dikota pekanbaru mencapai 1.280 wajib pajak berdasarkan data yang penulis
dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2015-2017.
Maka dapat disimpulkan bahwa.pemungutan.pajak tidak dilakukan sekaligus dan
dalam kategori terlaksana

Berdasarkan ovservasi-penulis: berkenaan dengan item penilaian pajak
dibayar sendiri oleh wajib pajak, masih ada restoran yang harus dijemput terlebike
lapangan oleh petugas bapenda baru wajib pajak restoran membayar pajaknya jika
tidak dipungut oleh petugas bapenda maka wajib pajak tidak membayar pajaknya
dan berlama — lama membayar pajak, maka dapat penulis simpulkan masih kurang
terlaksananya pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan
item penilaian pengawasa, maka benar adanya pengawaan yang dilakukan oleh
petugas Badan'Pendapatan~Daerah Kota Pekanbaru diseriap” bulannya, karena
berdasarkan wawancara penulis. dengan. 'seorang wajib pajak restoran yaitu
syomay unyil yang ada di kecamatan pekanbaru kota bahwa menurut ibuk ratna
petugas Bapenda setiap bulannya datang untuk mengawasi penghasilan kami
dan juga beliau mengatakan, saya rasa semua rumah makan dan juga yang
tergolong wajib "pajak "itu semua tempat di pekanbaru diawasi. Dapat
disimpulkan dari hasil penelitian penulis terlaksannya pengwasan yang dilakukan
oleh Badan Pendapatan Daerah” Kota Pekanbaru terkait dengan pendapatan
restoran setiap bulannya.

Bedasarkan observasi penulis terkait dengan item penilaian prosedur
administrasi dan pemungutan, yang menulis lihat, ada seorang wajib pajak
restoran yang mendaftar dihari tersebut dan dihari berikutnya dia masih datang ke

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk mengambil Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah (NPWPD) karena belum siap oleh pegawai Bapenda.
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Dapat disimpulkan masih kurang terlaksananya saat pendaftaran pajak
berlangsung dan tidak sesuai apa yang disampaikan oleh pegawai Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan pelaksanaan pendaftaran sebenarnya.

Berdasarkan observasi..penulis dilapangan ‘mengenai item penilaian
pemberian teguran memang sudah terlaksananya penempelan spanduk atau stiker
yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, Kota Pekanbaru saat wajib pajak
restoran tidak membayar pajaknya ke Bapenda seperti yang tedapat pada
dokumensi pada skripsi penulis terdapat penempelan spanduk pada sarang
kepiting di panam karna belum membayar pajak dan juga petugas Bapenda
memberikan surat teguran kepada wajib pajak restoran yang terlambat membayar
pajak.

Dari hasil observasi penulis dilapangan memang belum ada sanks berupa
tahanan yang diberikan kepada wajib pajak yang,melanggar aturan seperti yang
tercantum dalam. peraturan daerah tersebut, maka dapat disimpulkan Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum memberikan saksi berupa hukuman
terhadap wajib pajak'yang melanggar ketentuan dalam pembayaran pajak ataupun

dalam pemungutan pajak.

b. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru dan Wajib Pajak restoran Kota Pekanbaru
Berdasarkan rekapitulasi dari tanggapan pegawai Badan Pendapatan

Daeah Kota Pekanbaru pada kategori terlaksana dengan persetase 81,48%,
sedangkan berdasarkan rekapitulasi tanggapan wajib pajak restoran pada ketegori

cukup terlaksana dengan persentase 56,33%. Karena berdasarkan observasi
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penulis terkait jawaban pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah
menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru maka

pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menjawab terlaksana,

pemahaman masyaraka ISUS pajak restoran kurang memahami
aturan atau sanksi yang berlaku terkaiat dengan pembayaran pajak

restoran di Kota Pekanbaru

2. Masih kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak yang melaporkan

omset tidak sebenarnya.
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3. Masih belum terlaksananya sepenuhnya sanksi yang dibarikan Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak restoran yang

menunggak. Hal ini menyebabkan tingkat kemacetan pembayaran
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BAB VI

PENUTUP

sehingga
meningkat

pembangun:

kan sebelumnya

Kota Pekanbaru

1. Berdasarkan penelitian Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Dalam Meningkatkan Pajak Restoran yang dilihat dari indikator diatas
diantaranya adalah:

a. Stelsel nyata berada pada tanggapan pegawai Badan Pedapatan Daerah

Kota Pekabaru hampir seimbang antara terlaksana dengan cukup

terlaksana.
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b. Stelsel nyata berdasarkan tanggapan wajib pajak restoran tergolong

pada kategori cukup terlaksana.

Maka dari hasil indikator Stelsel nyata dan penelitian yang telah penulis

3. Perlunya meningkatkan sanksi yang dibarikan Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak restoran yang menunggak
dalam membayar pajak. Agar pembayaran pajak restoran di Kota

Pekanbaru terus meningkat.
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